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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

 

 

I. Peran dan upaya satuan polisi pamong praja dalam menertibkan 

pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo 

T : Bagaimakah peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan 

pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo ? 

J : Peran aparat satuan polisi pamong praja sebagai aparat penegak 

dikatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. PP 

No. 16 Tahun 2018 bagi seluruh Satpol PP di Indonesia dinyatakan harus 

berperan memelihara ketertiban di tengah masyarakat melalui pengawasan 

terhadap kegiatan masyarakat. Menurut PP No. 16 Tahun 2018, Satpol PP 

harus dapat melakukan deteksi dini terhadap semua kemungkinan potensi 

gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu peran satuan 

polisi pamong praja meliputi, perencanaan standar operasional prosedur 

(SOP), perencanaan jadwal kegiatan penataan pedagang kaki lima (PKL) 

dan perencanaan target lokasi penataan pedagang kaki lima (PKL) (Bapak 

Admaja Ginting) 

T : Apakah pedagang kaki lima menggangu di Kota Kabanjahe ? 

J : Ya jelas tentu menggangu, karena pedagang kaki lima dapat 

mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di 

jalan Kota Kabanjahe. Hal ini dikarenakan lokasi tempat mereka berdagang 

rata-rata tidak memiliki lahan parkir kendaraan sehingga pembeli yang ingin 

bertransaksi di pedangang kaki lima sering memarkirkan kendaraan mereka 

di badan jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan 

menimbulkan kemacetan (Bapak Jafet Donald Purba) 

Selain itu Bapak Jafet Donald Purba selaku seksi ketertiban umum 

nemambahkan sebenarnya ada sisi positif sama negatifnya dari pedagang 

kaki lima. Dimana sisi positif dari pedagang kaki lima menurut masyarakat 

adalah pekerjaan PKL merupakan penyelamat masyarakat kecil dalam 

kondisi perekonomian di Indonesia yang buruk atau tidak menentu. Mereka 

mengatakan sekarang ini mencari pekerjaan khususnya di Kota Kabanjahe, 

Kabupaten Karo sangat sulit karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak 
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sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada, sehingga menurut mereka 

wajar jika banyak masyarakat memutuskan untuk menjadi pedagang kaki 

lima sebagai alternatif, karena PKL tidak terlalu banyak membutuhkan 

modal. Oleh karena itu mereka berharap kepada pemerintah lebih 

memperhatikan rakyat kecil, salah satunya dengan menciptakan atau 

menyediakan lapangan kerja yang cukup. 

Akan tetapi, keberadaan pedagang kaki lima diakui oleh masyarakat 

dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah 

keberadaan pedagang kaki lima dapat mengganggu ketertiban dan 

kebersihan kota karena kondisi mereka yang sembraut dan tidak tertata 

dengan rapi, sehingga dapat mengganggu keindahan Kota Kabanjahe. 

Menurut masyarakat para pedagang juga sering membuang sampah 

sembarangan dan tidak membersihkan sampah-sampah di sekitar tempat 

dagangan mereka bahkan ada yang membuang sampah ke selokan-selokan 

sehingga dapat menyumbat saluran air tersebut dan mengganggu kebersihan 

kota secara umum. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu dan 

berdampak negatif terhadap berbagai aspek, khususnya kebersihan dan 

ketertiban Kota Kabanjahe (Bapak Jafet Donald Purba) 

T : Bagaimana bentuk gangguan konkrit yang di akibatkan pedagang kaki 

lima di Kabanjahe ? 

J : Banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan 

area trotoar, apalagi jika hari Minggu khususnya pada hari libur disepanjang 

kawasan pasar kabanjahe sangat ramai dan macet dikarenakan banyak sekali 

pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut serta para pembeli 

yang sembarangan parkir dipinggir jalan yang mengakibatkan kemacetan. 

Hal ini dianggap sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Sering kali 

warga bermusuhan bercekcok dengan para pedagang kaki lima dan tak 

jarang warga kota kabanjahe memberikan laporan kepada petugas satuan 

polisi pamong praja Kabupaten Karo untuk menertibkan para PKL karena 

ketidaknyamanan tersebut didasari karena faktor kebersihan, ketertiban, dan 

kemacetan. Para Pedagang Kaki Lima di kawasan pusat pasar Kota 
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Kabanjahe tersebut dianggap tidak menjaga kebersihan lingkungan dan juga 

merusak tanaman kota yang ada di sepanjang jalan tersebut. Terlihat banyak 

sekali sampah plastik dan kertas yang berserakan dan ada juga sampah yang 

sengaja ditinggalkan disepanjang jalan tersebut. Hal ini sangat mencemari 

lingkungan dan juga merusak tatanan kota. Banyak sekali pedagang kaki 

lima yang berjualan di pinggir jalan dan area trotoar, apalagi jika hari Sabtu 

dan Minggu disepanjang kawasan tersebut sangat ramai dan macet 

dikarenakan banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan 

tersebut serta para pembeli yang sembarangan parkir dipinggir jalan yang 

mengakibatkan  kemacetan.  Hal  ini  dianggap  sangat  merugikan  dan 

meresahkan masyarakat (Bapak Doli Indra Batu Baru) 

T : Apa bentuk gangguan yang di timbulkan pedagang kaki lima ? 

J : Ya biasanya pedagang yang berjualan di trotoar setiap hari minggu, 

seperti pedagang pakaian loak atau pakain bekas, pedagang sayuran, parkir 

liar dan pedakang kaki lima yang jualan makanan minuman (Karyata 

Kaban) 

T : Apakah satpol PP sudah menjalankan aturan dengan baik dan benar ? 

J : Ya sudah, dimana kita punya prosedur yang mengatur saat melaksanakan 

tugas pekerjaan. Biasanya tiap hari melakukan patroli ke lokasi-lokasi yang 

sudah ditargetkan dalam agenda bulanan (Bapak Karyata Kaban) 

T : Bagaimana upaya satuan satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki 

lima, baik dengan upaya preventif maupun dengan upaya repsersif ? 

J : Melakukan penertiban, melakukan tindakan setelah pedangang kaki lima 

di direlokasi dan melakukan sosialisasi (Admaja Ginting). 

a.  Upaya preventif 

Satuan polisi pamong praja di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo 

mengambil tindakan preventif berguna untuk mencegah terjadinya 

bentrokan yang terjadi antara pedagang kaki lima dan satuan polisi 

pamong praja dalam kegiatan menertibkan pedagang kaki lima yang 

sedang berlangsung atau dalam tahap relokasi. Tindakan preventif juga 

berguna agar terciptanya kesepakatan secara bersama-sama. Ya, kami 
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pernah menerima pengajuan dari pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe 

mengenai tempat pasar pagi Embang Pasiung agar para pedagang kaki 

lima dapat berjualan di sana, karena pedagang kaki lima sebelumnya 

sudah mengajukan hal ini kepada DPP (Dinas Pengelolaan Pasar) bidang 

pedangang kaki lima namun di tolak sehingga kami mempertimbangkan 

hal itu jika pengajuan penempatan itu tidak mengganggu ketertiban 

umum maka kami akan ajukan ke Bupati Karo (Bapak Karyata Kaban) 

b.  Upaya repsersif 

Kalau soal tindakan represif, kami juga memiliki cara tersendiri untuk 

memberi tindakan peringatan kepada pedagang kaki lima, cara kami 

yang pertama yaitu memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima 

yang sering melanggar. Kami selaku satuan polisi pamong praja tidak 

pernah henti-henti memberikkan peringatan kepada pedagang kaki lima 

yang melanggar aturan perda yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk 

tindakan represif dari satuan polisi pamong praja di Kota Kabanjahe ini 

terhadap pedagang kaki lima itu ketika sudah sekian kalinya diberikan 

surat peringatan namun pedagang masih tetap saja melangar kami akan 

mengambil tindakan pembinaan dan pengaman barang. Hal ini 

dilakukan agar pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo 

yang masih saja melanggar aturan merasakan efek jera atas perilaku 

pelanggaran yang dilakukan dan juga pedagang kaki lima di Kota 

Kabanjahe dapat memahami peraturan yang telah di tetapkan setelah 

diberikan tindakan pembinaan oleh satuan polisi pamong praja di Kota 

Kabanjahe, Kabupaten Karo (Bapak Jafet Donald Purba) 
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II.  Hambatan yang di alami satuan polisi pamong praja dalam menertibkan 

pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo 

 

T: Apa saja hambatan yang di alami satuan polisi pamong praja dalam 

menertibkan pedagang kaki lima di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo ? 

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Mematuhi Peraturan 

Sering terjadi masyarakat hanya patuh pada saat Satpol PP berada di 

lokasi penertiban. Tetapi setelah itu, masyarakat kembali melakukan 

pelanggaran trantib. Pedagang tidak terlalu patuh terhadap pengosongan 

pinggir jalan, tetapi cenderung membandal. Ruang untuk jalan 

digunakan untuk menggelar jualannya tentu saja melanggar trantib. 

Mereka bikin seperti dirumahnya saja. Petugas tentu saja tidak bisa 

selalu menjaga pedagang di lokasi pasar agar tidak mengganggu ruang 

publik. Padahal pedagang selalunya melakukan kegiatannya secara suka 

hati. 

2. Kurangnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja 

Biasanya pengawasan terhadap penggunaan pinggir jalan oleh 

masyarakat pedagang hanya dilakukan apabila tugas-tugas lain telah 

selesai, karena kekurangan petugas dan terdapat banyak tugas lain lebih 

penting biasanya menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli terhadap 

lingkungan masyarakat, sehingga pengawasan menjadi terkendala. 

Dengan jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan 

banyaknya pekerjaan, maka Satpol PP sering mengabaikan pengawasan 

terhadap aktivitas pedagang yang melanggar peraturan 

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana 

Kurangnya sarana prasarana menjadi kendala dalam melakukan 

pengawasan trantib di tengah masyarakat. Padahal tanpa adanya fasilitas 

yang lengkap tidak mudah melaksanakan pekerjaan. Petugas Satpol PP 

kesulitan untuk dapat bekerja dengan baik karena minimnya sarana dan 

prasarana yang tersedia untuk dipergunakan pada saat bertugas di 

lapangan. Kekurangan sarana prasarana yang paling nyata adalah 
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kurangnya jumlah kenderaan yang dapat dipakai pada saat melakukan 

patroli, sehingga mobilitas petugas menjadi terkendala 

4.  Kurangnya Partisipasi Masyarakat Melakukan Pengawasan 

Masyarakat kurang berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap 

lingkungannya, padahal mereka sangat dekat dan dapat mengetahui 

pelanggaran yang terjadi. Sebenarnya masyarakat adalah pengawas yang 

paling baik jika bersedia berpartisipasi dengan melaporkan setiap 

pelanggaran trantib yang terjadi di lingkungannya kepada petugas Satpol 

PP. Bantuan masyarakat yang sangat dekat dengan lingkugan masing- 

masing sangat membantu jika masyarakat berpartisipasi. Tetapi 

partisipasi masyarakat yang demikian sangat sulit untuk diharapkan 

(Bapak Admaja Ginting) 

T : Apa solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan yang di alami 

satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota 

Kabanjahe, Kabupaten Karo ? 

J : 

1. Melakukan Penambahan Personil Satuan Polisi Pamong Praja 

2. Menambah Sarana dan Prasarana 

3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat 

(Bapak Admaja Ginting) 
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